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KEPALA DESA KENDALAANI
W CAMATAN 'L TAMULIKAN
KANUPATICN PEMALZ NGO

PERATURAN DESA KENLALSARI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANOKAT DESA KENDALSARI
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENDALSARI,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal % ayat (1) Peraturin  Daerah
Kahupaten Pemalang Nomor « Tahun 2015 tentany Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberheniian Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;

Mengingat : |. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negaru tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495),

2 Peraturan Pemerintah Norior 43 Tahun 26014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undeng-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Nigara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagnimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pmerintah Nomor 13 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonmor 5717),

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah ciengan Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
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Vo Peraturnan Daceah Kalmipaten Pemnlang Nowmer 2 Faban 2005
fenitang Tata Cain Pengangkatan  dan Prmlerbertiar
Peranpknt  Desa  (lembaran Dinernl Kabmpmten  Pemaiang
Tnhinn Jhs Mg 1. Tamlmbian  12mbmrnn limarak
Kahupaten Pemalang Moo 2] sebagaimana telak diatab
beberapn kali terakhic devgn Peenturan Daerah Salsipaten
Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubaban Heddun
At Peratirnn Daerah Kby paten Pemalang Norar J Tabn
JOUN tentangg Tatn Carn Pepgnnghkatan dan Pernberheritian
Pernngknt  Denn (Lembaran Daetah Kabupaten  Yemalang
Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan  Lembmren Dacrah
Kabupaten Pemunlang Nomor '),

5. Peraturan Daernh Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015
tentang  Penetapan  Desa  (Lembaran  Daerah  Kibupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Pemalang Nomor &),

6. Peraturan Bupau Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat [esa (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2015 Nomcr 37) sebagaimani telah diubah
beberapa kali terakhir denjan Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan rseliga Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat [ esa (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2017 Nomor 42);

Dengan Kesepakatan dersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALSARI

dan

KEPALA DESA KENDALSARI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PENGAUGKATAN
PERANGKAT DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG

BAB |
KETENTUAN UM'JM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengun:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat Petarukan Kabupaten Pemalang.
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wabipaten Pemalang

Padan Peemosyawanrntin Desia vang sebvngotnya disimplat BPE abadan Badars
Permusyawarntan  Desa Kendnlsard  Kecamntan  Petarukar, Kabupaten
Pemanlnng

& Aparatur Sipll Negarn adalah profesi hagi oegawnt negen siphl dan pegaosa
pemenntah dengan perjanjinn kerjn vang bekergn pada instansi pemenintah

9 Perangkat Desa adalah unsur stal yang membantu kepala Desa dalam
penyvusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadah dalam Sekretanat
Desa, dan unsus pendukung tugas Kepala Desa dalar pelaksanaan
kebijakan yvang  fiwadahi dalam  bental pelaksana teknis dan o unsure
kewtlavahan,

10 Pamitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Pernngkal Desa

11 Bakal Calon adalah warga Desa yang mengajukan lamaran untuk mendaftar
menjadi Calon Perangkat Desa dan dinvatal an telah memenuhi persvaratan

12 Calon adalah Bakal Calon Perangkar Desa cang dinyatakan telah lulus upan
penyarngan

13 Penjaningan adalah suatu upaya yang dilalcukan oleh Panitia Penjangkatan
untuk mendapatkan Bakal Calon dari wargn [):sa setempat

14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi,
kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon

15 Sumpah;/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan
bersaksi kepada Tuhan Yang Meha Esa jahwa apa yang dikatakan atau
dijanjikan itu benar.

16. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan
pencalonan Perangkat desa,

7. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

I18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB Il
KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 2

|) Jabatan Perangkat Desa kosong kar=na Perangkat Desa berhenti alau karena
susunan organisasi atau karena pembentukan Desa baru.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

1 Paliog b & i) Dby terlitang sonbin vosangnyoe pohintar ot
dhimdonind pavebie ot (EF epandne Dyema b s telindy sedesar e e
prenuanghontan Pernnphat Diesn

1 Peogiiighantan Peennphot Denac secin peoo e dilnbenmmodasn gl boroae o
(enam) pertode dnfum setaban ditetaplom dengnn Keprtosan g

A) Pengangkatan  Pernmpgknt - Desac berpedo sun pada Keputs
aebagaimann dimaksud pada avat (3)

) Datom hal pengangkaton Peranghat Desa sebaginmun dimases a0 podin oo
(2) ndnk dapat diliksanankan pada penicde Deralion dang ot talak beriad
memperoleh Calon yang dinyataknn Lalus apan penvanngan tar herbal
dimngkiot menjadt Perangkat  Desa,  penpengkatan Poranghkat e ant
dilaksanakan padia penode benkutnya

BAL 1]
PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Paanl 3

1} Perangkat Desa diangkat dar warga Desa vaag memenuln persyaritan
a berpendidikan  paling rendah  sekolah  menengah  amum ven vang
sederajat.
by, berusia 20 (dua puluh) tahun sampm dengan 12 (empin pultih dia) tabun
c. syarat lain:

|. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2 memegang teguh dan mengamalkan I'ancasila, melaksanakan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihare  keutuhan Negarn  Kesatluan
Republik Indonesia dan Bhinneka Turggal lka,

3. tidak sedang menjalani hukuman pidina penjari;

. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan bukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang dlancam dengan pidana penjara pahrg singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesal menjalani
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan ter'vika kepada
publik bahwa yang bersangkutan permah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang,

sehat jasmani dan rohani,

berkelakuan baik;

7. tHidak melasukan tindakan tercela vang menimbulkan  krisis
kepercayaan yang meluas di masyaral.at,

8. belum pernah mengundurkan diri dasi Perangkat Desa kecual setelah
melampaui waktu 12 (dua belas) tahun,

9. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar
larangan Perangkat Desa;

10. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki
keterampilan sesuai dengan kompetersi jabatan

(2) Pegawal Negeri Sipil di lingkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang vang
mendaftarkan diri sebagal Perangkat Jesa selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada wyat (l), juga harus nendapatkan
izin tertulls dari Bupati dan melampirlan surat pemyatnan bersedin
diberhentikan dari jabatan organiknya.

(3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri scbagal Perangkat Desa atas izin
Kepala Desa.

@ o
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(4) Pevanghont Desa song, lalus dan dinnghont ool Peranghat Liesa song s
malal terhitung Aot tnngeal pelantiban diterhentiban At bt sen e
olely hepaln Desa atna tebammendnst dun Cant

[5) Unin Bakal calon 20 by sebmgandoanin dieanbosod ayat (1) ool b dibicung
sejak gy dibaboonyn pendafiooan dar asio 82 talian dibiting erda
penutupan pendaliarn

Panal A

(1) Warga Desa yang bethnk mendaftar/ me'nmar menpaddt Calon, disammng
harus memenuhi persyaraton Peranghkat D sa sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 3, pendaftar/ pelamar wajib mele ygkapt perasyarntan administras
berupa
n. surat lamaran yang ditulin sendiri «  atas kertas bermeteran cukup

ditujukan kepada Kepala Desa melalun Panitia Pengangkatan,

b. fotokopi (jnzah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dan tingkat
dasar sampai dengan tingkat menengi h Umum dan/ atau pendubikan
tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabint berwenang dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan  penutupan
pendafltaran;

c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidang
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota atau oleh Dinas vang
membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bag
pendaftar/ pelamar yang lahir di luar Ji wa dalam jangka waktu 6 [enam)
bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaltaran,

d. Surat keterangan balwa yang bersangkutan terdafiur sehagai warga Desa
setempat yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun
Warga diketahui Kepala Desa dilampiri fotokopi Kartu Tanda Fenduduk
dan Kartu Keluarga sebagaimana formulbr A;

¢. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhun Yang Maha Esa sebagaimana
formulir B;

f. surat pernyataan bersedia memegang tezuh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan dan meme'ihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka, sebagaimana Formulir C;

g. surat keterangan darl Pengadilan Negeri vang menerangkan:

1) tidak sedang menjalani hukuman pid ina penjarn;

2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan |ukum tetap karenn melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih;

3) tidak pernah terlibat dalam kegiatan vang mengkhianati Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Repullik Indonesia Tahun 1945 dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tinggal Ika;

h. surat keterangun berbadan sehat dari dokter pemerintah i Kabupaten

Pemalang (rumah sakit umum daerah);

i, surat pernyatnan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan
ditandatangani 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana fomulir D;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian daii Kepolisian Resor Pemalang,
surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan
krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat diketahui Kepala Desa,
sebagaimana formulir E;

I. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat

Desa, sebagaimana formulir F;

= -
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e sueal peryatnnn tdake peonnh diberhientiban darl Jabntarl Perangkat
[Yesa lintenn melangenr Tntangan Pernneboot Desin, sebogaimonn formolbie
0,

po St keternngnn o yong bessanpboitan terdnfion seonpal sarga dess
v bertempnt gl tetap o Doasun setempnt bagl pendafiar Tabatan
Kepaln Dusun, yang dikelunrkan oleh Kepala Desa dilampinr fatokam
kartu Tondn Penduduk dan Kartu Keluarpgn sebaganimana formulie H

ooz tertulis diant Bupat dan surad perny daan bersedin dileshentiion dan
inbatan organiknyn bagh pendaltar/ pelamar dan Aparatur il Negar
dan

p osurat dzn terulis dart Kepaln Desa hagl pendaftar/  pelamar dan
Perangkat Desa

(2) Bag seseorang setelah 5 (lima) tnhun selesar mengalant hukumen pidana
penjarn yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau letil dan 1elah
mengumumbkan secarn jujur dan terbuc kepada publik babwa vang
bersangkutan pemal dipidana serta bukan sebagai pelaku lejahatan
berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan  dan Lembaga
Pemasvarakatan dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pen uatan di
surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran vang
diumumkan di Desa setempat, sebagaimana formulir |

(3) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, din | sehagaimana dimaksud pada
avat (1), tercantum dalam ‘ampiran | yang merupakan hagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud d dam Pasal 4 ayat (1) huruf 1, dan
huruf m disahkan /diketahui oleh Kepala D¢ sa.

(2) Nama Bakal Calon dan |dentitas lain yang t*rcantum dalim dokumen Berkas
Pencalonan harus samn sesual dengan kontisi sebenarnya.

Pasal 6

(1) Syarat berpendidikan paling rendah seko ah menengah umum atau yang
sederajat adalah yang memiliki ljazah/ Svrat Tanda Tamat Reln ar

(2) Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau vang sederajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. sekolah umum:
1. SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atar),
2. SMA (Sekolah Menengah Atas);
3. SMU (Sekolah Menengah Umumj|; da~
4. SLTA uper, SMA uper, serta SMU uper (lulus Ujian Persamaan SLTA,
SMA, dan SMU).

b. sekolah kejuruan:
1. STM (Sekolah Teknik Menengah);
2. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas),
3. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
4, SPM (Sekolah Pelayaran Menengah), dan
5. SPK (Sekolah Perawat Kesehatan).

¢, MA (Madrasah Aliyah);
d. Kejar Paket C dan telah lulus Ujian Nasiunal;
e. MDU (Madrasah Diniyah ‘Ulya) dan telah lulus Ujian Nasional; dan
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Panal 7

(1) Legalisasi totokopt (jazah / surat tandn tamat belajar dilakabkan oleb

a. sekolah negen
1. sekolah tingkat dasar, sekolah lnnjutan tingkat pertama, dan sekalah
Innjutan tingkat ntas oleh kepala sekolah,
2. perguruan tinggt oleh rektor/ direstur atau  pejabat yang diben
kewenangan menandatangani legalisasi jazah/ surat tanda tamat
belajar.

h. sekolah swasta:

1. sekolah tungknt dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah
lanjutan tingkat atas oleh kepala s:kolah dan Kepala Dinas sang
membidangi Pendidikan kabupaten/ kota,

2. perguruan tinggi/ akademi oleh rekior/ direkiur atau pejabat vang
diben kewenangan menandatangani lepalisasi ijazal / surat (anda tamat
belajar.

(2) Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamit belajar dilakukan pada semua
lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, hulan, tahun, nama jabatan, unit
kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengar stempel (hasah)
unit kerja.

BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKA™ DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 8

(1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum Perangial Desa mencapai usia 60 (enam
puluh) tahun, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa,

(2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa s:bagaimana dimaksurd pada ayat
(1) tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat menangguhkan pada
pengangkatan Perangkat Desa periode beriki.tnya.

Pasal 9

(1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa yang terdin
dari unsur: BPD, Perangkat Desa, Pengun s Lembaga Kemasyarakatan dan
Tokoh Masyarakat.

(2) Untuk keperluan membentuk Panitia Pengangkatan, Kepala Desa
mengadakan musyawarah dengan menpundang semua anggota BPD,
Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Jan  Tokoh
Masyarakat.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pade ayat (2), sebagai forum bagl

Kepala Desa untuk menampung saran maiukan calon anggota, membentuk
dan melantik Panitia Pengangkatan.

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangan dalam
berita acara musyawarah dan dijadikan dasar penetapan keputusan Kepala
Desa.
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(8) Panttia Pengangkatan Peranphat Desa seli galmana ditnaksud gods ayat (1)
divetaphonn dengan Kepatusan Kepala | ess

"aanl 10

(1) Apabila i antarn angeota Panittn Pengangh stan ada yang ditetag kan sebag
fakal Colom g berhndangnan vy, keanpgeotannayn  dalam Paniba
Penganghatan digantl beolamarknn Keputus n Kepalo Desg

(2) Pengrantion anggota Panitin Penganghatan ebagnimana dimaksud poaila ayat
(1), diatamakan dipilih dan unsur yang digaa

(3) Dalam hal tidak rerpenuhi ketentuan avat (2 ), maka pengeantian dumbil dan
WNSUr ain

Pasal 11

Panitia Pengiangkatan dapat membentuk petugas sesuni kebutuhan vang dapat
terdin dan peltugas tes wawancara, ujlan praktik, pembuat naskah  soal,
pengawas, penilai ujian, serta petugas keamanen

Pasal 12

(1) Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kenadn Kepala Desa

(2) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengengkatan dapat dibantu petugas
sesual kebutuhan vang ditetapkan dengan Keputusan Panitia penpangkatan.

Parpgral |
Susunan Panitia Pengangkatan

Pasal 13

(1) Susunan Panitin Pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan
seksi,

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayet (1) dapat terdin dari Seksi
Pendaftaran dan Penelitian Berkas, Seksi Seleksi dan Ujian Penvaringan,
Seksi Logistik dan Perlengkapan,

(3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lnin yang dipandang mampu
menjalankan tugas, dapat ditunjuk sebagal Sekretaris Panitia Pengangkatan.
(4) Anggota Panitia Pengangkatan dilarang merangkap Penjabat Kepala Desa

(5) Dalam hal anggota Panitia Pengangkatan « iangkal menjadi Penjaat Kepala
Desa, maka sejak pelantikan, yang bersangkutan diberhentitan dan
kedudukannya dipanti dan diutamakan dar| unsur yang sama,

Paragraf 2
Tugas Panitia Pengar.gkatan

Pasal 14

(1) Panitia Pengangkatan mempunyai tugas:
A. menyusun jadwal kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
b. mengajukan rencana blaya kepada Kepila Desa disertai rincian rencann
penggunaannya;
c. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calan:
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boomienguenimbonn kelosongnn jabwtan Pernnphat Dean, don
2 menenmn Derkas Penenlonan/ persyiarntan sdininisirns

A memvelengearakoan penvaringan Dkl Cnon
1. menelitt persyncntan administrant Bakol Calon,
2 menetapkan Bekal Calon yang memen ihl pecsyaraton administoas
1 mengumumkan Bakal Calon yang mepienublin perssaratan administss,
A4 mﬂwrh‘np_g}ll'llkul'l ujinn - penvanngan, berupa tes kesehatan,  tes

wawancara, Cjian praktk dan upian tertulis

¢ menandatangani Benta Acara Ujinn Penviningan,

{ menverahkan  Berita  Acara,  melaporan  hasil  pelaksanan  ujian
penyaringan kepada Kepala Desa;

g melaksanakan tugas lain untuk mencukung kelancaran  peliacsanaan
pengangkatan Perangkat Desa.

(2) Sebelum melaksannkan tugas Panita Penpangkatan mengangkat sumpah/
janji dipimpin oleh Kepala Desa.

(3) Susunan kata sumpah/ janji Panitia Pengiinpkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) adalah sebagai benkut.
*Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berpangi bahwa save akan memenuhi
tugns dan kewajiban sava selaku Panitia Pengangkatan Peranghat [Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurmya dan seadil-adilnva, bahwi sayi akan
taat melaksanakan segala peraturan perurdang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Pengangkatan Prranpkat Desa”

Paragrafl 3
Wewenang Pamtia Pengangkatan

Pamal 15

Panitia Pengangkatan mempunyai wewenang:

nienetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi,
menetapkan Calon yang lulus ujlan penyanrgan,

mengusulkan penggantian anggota Panitia Pengangkatan, dan
menunjuk petugas untuk membuntu tugas Fanitia Pengangkatan

anocp

Paragral 4
Tanggung Jawab Panitia Penganghkatan

Pasal 16

(1) Panitia Pengangkatan melaporkan proses pengangkatan Peranpgkat Desa
kepada Kepala Desa terdir dari:

a. laporan hasil ujian penyaringan dis rtai administrasi dan  Berkas
Pencalonan, paling lama 3 (tiga) han sejan pelaksanaan ujlan penvanngan
selesai,

b. laporan sesual kebutuhan dan/ atau se st al permintaan Kepa.aa Deua;

¢. laporan keuangan berupa penerimuan dan pengeluaran disertai bukt
pengeluaran yang sah, paling lama 7 (tujuh) han setelah ujian penyaringan
selesai; dan

d. laporan keselurulian kegiatan disertai cata dan kelengkapannya, paling
lama 7 (tujuh) hari sejak proses penganghatan Perangkat Desa berakhir.
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Daginn Kedun
Tata Cara Penjaringan dan Penyanngan

Pamal 17

(1) Sebelum pendaftaran, Panitla Pengangkntion menyampaikan pengamuman
kekosongan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penerimaan
pendaltarnn

(2) Pengumuman kekosongan Perangknt Desi dilakukan dengan menempel/
memasang pengumuman pendaflaran vang wrisi kekosongan jabotan, wakin
pendafiaran, dan persyaratan pendaltaran

(3) Pemasangan pengumuman  pendaftaran  ditempatkan pada  kasi vang
strategs, setiap dusun, dan wajib pada sekre tariat pendaftaran
(4) Media pengumuman sebagalmana dimaks ol pada avat (1] dapat dengan

pemasangan haliho, spanduk, brosur, serta melalui media masa seoerti surat
kabar, buletin, radio, dan internet,

(5] Panitia Pengangka an menenma pendaftaran Perangkat Desa dala.n waktu
10 (sepuluh) hari

(6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termvata tidak ada
yang mendaftarkan din sebagei Bakal Calon, maka Panitia Pengangkatan
dapat melakukan perpanjangan waktu pendaflaran paling lama 7 (tujuh) han.

(7T) Apabila dalam batas waktu sehagaimana imaksud pada avat (3) berakhir
belum ada vang mendaftar, maka pengisinn Perangkat Desa dilakukan pada
periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.

Pasal 18

(1) Untuk keperluan pengangkatan Perangkit Desa, Panitia Pengangkatan
melakukan penyaringan vang terdiri dari psnelitian Berkas Pencalonan dan

ujlan penyaringan

(2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksvd pada ayar (1) meliput tes
kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.

(3) Berkas lamaran Bukal Calon yang masuk lilakukan penelitian oleh Panitia
Pengangkatan.

(4) Panitia Pengangkatrn atau Seksi Pendaftaran dan  Penelitinn  Berkas
menerima DBerkas Pencalonan sesual letentuan peraturan  perundang-

undangan.

(5) Penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana imaksud pada ayat (1] dilakukan
untuk mengetahui kebenaran Berkas Percalonan yang disampaikan dan
memenuhl ketentuun:

a. Berkas Pencalonan asll beserta rangkapnya 1da dan lengkap;
b. fotokopl sudah sesual dengan aslinya dar sudah mendapat legnlisast/
pengesahan; serta

c. identitas pendaftar/ pelamar meliputi nama, pekerjaan dan biodata
lainnya harus sama setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan.

(6) Hasl! penelitian Berkas Pencalonan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.

(7) Warga Desa yang akan mendaftar wajib datang langsunz sesuai dengan
tempat dan waktu yang telah ditentukan.
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(M) Seknl Pendalaran dan Penelitian Hethin padln sl menierimns Herkas
Peneatonan  melnkubon  pengecebinn kelenpbapan Nesban  Venealonan
dimadosthnn Dakal Calon sesund keteniunn

() Derkas Pencalonnn selmgaimana dimnknuil pvddn ayat 1 2] seteinl lengkap
dibery tiniln terimn badiwan Berhan Penealonan lengkop, sedanpgean Perkas
Pencalonan yang tdak lengkap dikembalil an langsung kepadia cendaliarg
pelamnr

(10 Setelah penutupon pendnftaran, Panlthn Pengangkatan  metianeatanzgm
Yerila Cara Pendaltaran Calon

(11)Bakal Calon yang ftelah memenuhl pereyaratan administrani  dietpkan
dengan Keputusan Panitin Pengangkatan dan diberitahukan kepaila ang
bersangkutan serta divmumbkan

Panal 19

(1) Panitia Pengnngkatan mengadakan upan penyanngan bagt Babal Calon  ang
telah memenuhi persyaratan administras

(2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud jada ayat (1) dilaksankan berupa
tes kesehatan, tes wawancara dan ujian waktik serta ujian tertulis vang
penilaiannva menggunakan batas kelulusan

(3) Ujian  tertulis hanya  ditkutl oleh Baka' “alon yang telah memenuhi
persyaratan administrasi, lulus tes kesehateo, lulus tes wawancari dan Iulus
ujian pruktik

(4) Hasil upan penvanngan sebagaimana dimaksud pada ayat (o) ditnansgkan
dalam Benta Acara.

(5) Pamitia  Vengangkutan menetapkan Calor  yang  linvatakan lulus  upan
penyanngan dengan <eputusan Panitin Penpangkatan dan diumumkun

Pasal 20

Tata urutan pelaksanaan ujian penyanngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayal (1) sebagai berikut:

a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi pe syaratan administrasi berhak
mengikuti tes kesehatan;

b. Bakal Calon yang lulus tes kesehatan sebagmimana dimaksud paaa avat (1)
selanjutnya mengikuti tes wawancara,

c. Baka! Calon yang lulus tes wawancara sehagaimana dimaksud pada ayat (2),
diperbolehkan mengikuti ujian praktk; dan

d. Bakal Calon yang telah lulus ujian praktik dapat mengikuti upan tertulis

Pasal 21

(1) Untuk melaksanakan tes kesehatan, Panitia Pengangkatan atau Kepala Desa
atau Satuan Kerja Perangkat Daernh yang membidangi pengangkatan
Perangkat Desa melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten
Pemalang.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terlait  untuk
keperluan usulan anggaran tes kesehatan dilakukan pada tahun anggaran
sebelumnyn, sedangkan yang menyangkit teknis tes kesehatan dapat
dilakukan pada tahap pelaksanaan.

(3) Haasll tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulls oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabipaten Pemalang kepida Panitia
Pengangkatan,
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(0 Dendasarkan penvionpdloon dnek Kepndo Dhines Kesehntoan Babapaten
Pemalang, hasil  tes leselaton sebognbimnnn dbmaloaad poeln ayat (1)
diuangkan dalam Beritn Acarn

Piaind 22

(1) Untuk keperluan tes wawaneari, Panitia Per gangkaton menylaph i sonl vang
berhubungan dengan
a. ideologl kebangsann;
I, wawasan kebangsaan,
¢ motivasi pendaftar,
d. pengetahuan pemerintnhan Desa; dan
e rencann kerjn apabila menjadi Perangkat Desa,

(2) Wawancara dilakulian dihndapan Kepnla Desa dan Ketua BP0 dan tertutup
bagi Calon lain.

(3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dituangkan dalam
Berita Acara

Pasal 23

(1) Ujian prakuk dilaksanakan sesuai dengan competensi jabatan yaiti:

a. Sekretaris Desa, praktik yang relevan antara lain, pdato oengenai
pemerintahan umum, memimpin rapat. membual  surat, membuat
laporan, mengetik menggunakan kompu er. dan penyuluhan bidang
pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan masyaraka', dan
kemasyarakatan

b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, praktik vang relevan antara lain
membuat surat, membuat laporan, dan mengetik menggunakan
komputer.

¢. Kepala Urusan Keuangan, praktik yang relevan antara lain pembukuan,
penyusunan laporan keuangan, dan mengetik menggunakan komputer.

d. Kepala Urusan Perencanaan, praktik vang relevan antara lmin pidato
mengenal pembangunan, membuat perencanaan, membuat laporan, dan
mengetik menggunakan komputer.

e. Kepala Seksi Pemerintahan, praktik yang relevan aniara lain, penyuluhan
bidang ketentraman dan ketertiban, pidato mengenai pemenntahan,
membuat laporan kejadian, dan mengetik menggunakan kom.puter,

f. Kepala Seksi Kesejahteraan, praktik yang relevan antara lain penyuluhan
bidang budaya, ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Perlindungan
Masyarakat, Pemuda Olahraga dan Karang Taruna, dan mengetik
menggunakan komputer.

g. Kepala Seksi Pelayanan, praktik yang relevan antara lain mengaani, dan
sholat jenazah, pidato pengantar jenazah, penyuluhan/ sosialisasi bidang
ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, dan mengetik
menggunakan computer.

h. Kepala Dusun, praktik yang relevan antara lain pidato, penyuluhan
kerukunan warga, penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penvuluhan
program dan kegiatan pemerintah.

|, Unsur Staf Perangkat Desa, praktik yang relevan antara lain mengetik
menggunakan komputer dan ketrampilan lain sesual tugis vang akan
dilaksanakan.
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(2) Ujtan praktik sebagaimana dimalesud padi aynt (1) berpegang padi prinsip
obyektil dan pesetta memperolel kesempoton doan dipes bbb sormn

(M Hasil ujinn praktile sebagaimonn dimabosoe poda oyt 101 dioaeneioaom dilam
Dentn Acinn

Mamnl 24

(1) Upian tertulis dilaksanakan dalam penganghotnn Pernnghat Desa

(21 Ujian tertulis sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakon dengan
menggunakan system manunl atau dapat menggunakan sisterm comprater
assist test (CAT)

(3) Bentuk soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud  pada ayat (1 berupa
pilihan ganda sebanyak 100 (serntus) soal

(4) Maten ujian tertulis meliputi:
a. Pancasila;
b. UUD Tahun 1945;
c. Bahasa Indonesia,
d. Pengetahuan tentang pemerintahan; dan
e. Pengetahuan umum.

(5) Hasil ujian tertulis sehagaimana dimaksud pada avat (1] dituangkan dalam
Berila Acara.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penganghkatan

Pasal 25

(1) Panitin Pengangkatan menyampaikan hasil penelitinn Berkas Pencalonan dan
ujian penyaringan secara tertulis kepada Kej ala Desa disertai:
a. Berkas Mencalonan,
b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan nengenai
Calon yang lulus administrasi;
c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian prakiik;
e. Berita Acara hasil ujian tertulis,
f. Keputusan Panitia Pengangkatan meng®nai penetapan kelulusan ujian
tertulis;
g. Keputusan Panitin Pengangkatan mengenal Penetapan Calon vang lulus
ujlan penyaringan; dan
h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait peadaftaran Perangkat Desa
(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rangkap 2 terdin dan asli
dan salinan.

(3) Calon yang akan diangkat adalah Calon yany: lulus ujian dengan nilai tertinggl
dari ujian tertulis.

(4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) liangkat menjadi Perangkat Desa
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendaui tertulis dari
Camat.

(5) Kepala Desa wajib melaksanakan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(6) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanaan rekomendasi camat dan/ atau
proses pengangkatan perangkat desit tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangin, maka Bupati dapat membatnlkan Keputusan Kepaln
Desa tentang pengan tkatan perangkat desa.
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(1 DBerdasmkan  peovampadan dart Panttin - Penganglatan, copal [FLL
melakukon konaultast secorn tertulin kepadi Camn

(21 Maten konsultins) Kepadin Cimint berisa permishionan ebomenthant (e fuarma
Calon vang ditetapkan lulus uflan ertulls dan memenubn perasvaratan antuk
diangkat menjndi Perangkat Desn

(31 Surat konsultasi sebagaimana dimaksud paca avat (1) haras dilampi

n Berkas Pencalonan;

b hasil penelitian berkons dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengena
kelulusan persyarntan ndministrasi,

¢ Berita Acara hasil tes kesehntan,

d Berita Acara hasil tes wawancara dan upian praknk;

¢ Benta Acara hasil ujian tertulis;

{ Keputusan Pamtia Pengangkatan mengenal penetapan kelulasan ajan
tertulis;

g. Keputusan Pamua Pengangkatan mengenan Penetapan Calon vang lulus
ujian penyaringan, dan

h dokumen lain yang dibutuhkan terkan pendaltaran Perangkat |esa

Pasal 27

(1) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon
Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan aengan Kepala Desa

(2) Guna membenkan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa. Camat
melakukan penelitian terhadap berkas atau (okumen Calon

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
memberi dan/ atau tidak member rekomendasi terhadap Calon

{4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) diberikan apabila Calon
terbukt.

a. Berkas Pencalonan lengkap, benar, dun sesual ketentuin peraturan
perundang-undangan;,
b. lulus tes kesehatan,

c. lulus tes wawancara dan ujian praktk; den
d. lulus ujian tertulis.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) secara tertulis memuat
nama-nama Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa

(6) Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Desa paling lamn 7 (tuypuh) han
sejak surat konsultasi diterima.

(7) Rekomrndasi teriulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam

mmenetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penpangkatan Peranekat
Desa.

(8) Kepala Desa menindaklanjuti rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dengan menetapkan Calon yang memiliki ujian tertulis tertinggi,

dlangkat menjadl Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanyn
rekomendasi Camal. '
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Nogian Keemipat
Pelnntibonn

Pasnl JH

(1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengangkat Sumoah/ Jangp
dan dilantik oleh Kepolo Desa paling lama 15 (Hina belas) hoan terhitiung
tangeal penetapan Keputusan Kepalan Desa.

(2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan dib wdapan masyarakat e

() Dalam hal situasi dan kondisi Desa tidak miemungkinkun, maka nelantiban
Perangkat Desa dapat dilaksanakan 1 tempat dan/ atau waata lain
dihadapan BPD dan Perangkat Desa.

(4) Pejabat yang dilantik mengenakan Pakaian Dinas Kekhi lengkap.
(5) Pakaian pejabat yang melantik mrenyesuaikan.

(6) Urutan acara pelantikan Perangkat Desa:

menyanyvikan lagu Indonesia Raya,

pembacaan Keputusan Kepala Desa;

pengambilan sumpah/ janji;

penandatanganan Berita Acara Sumpah/ janyi;

Kata Pelantikan;

penandatanganan Berita Acara Serah Teruna Jabatan;
penyerahan Keputusan Kepala Desa,

sambutan Kepala Desa, dan

i. pembacaan Do'a

Tm s OonoD

(7) Urutan acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
ditambahkan pembacaan Avat Suci Algquran.

(8) Pengambilan sumpah/ janji pada pelantikan Perangkat Desa dilakukan
dihadapan rohaniwan dan 2 (dua) orang sak:i.

(9) Susunan kata-kata sumpah janji sebagaimana dimaksud padia ayat (2)
sebagai benkut:
*Demi Allah/ Tuhan, saya bersutnpah/ berjinji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Perangkat Desa «engan sebaik-baltknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa siya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar nepara; dan
bahwa sayn akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undanp-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun .95 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurts-lurusnyn yang berlaku bagi
Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesin”.

Pasal 29

Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati
melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelal) pelantikan Perangkat Desa,

BAB V
BIAYA PENGANGKA\TAN

Pasal 30

(1) Blaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

(2) Blaya pengangkatan Perangkat Desa tidal boleh dibebankan kepada Bakal
Calon.
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(M Nakal Calon Peranglat Dean tidak baoleh dibebhant biayn dalam bentuk

Apapun

BAR VI
KETENTUAN PENL TUP

Pasal 31
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setinp orang mengetahuinya, memenntihkan pengundangar Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembi ran Desa Kendalsa 1 Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang.

Citetapkan di Kendalsan
pada tanggal 27 September 2017

Diundangkan di Kendalsan

LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN IN'ETARUKAN KABUPATEN
PEMALANQG TAHUN 2017 NOMOR 2
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